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Kedudukan BPK dalam
Ketatanegaraan



Anggota BPK RI



Kantor BPK RI Perwakilan
Selain BPK RI Pusat, BPK juga memiliki kantor Perwakilan di 38 provinsi
seluruh Indonesia
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TUGAS BPK

Memeriksa pengelolaan dantanggung
jawabkeuangan negara yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia,
BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga/badan lain
yang mengelolakeuangannegara.



Back to Agenda

Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi
Aceh dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK; 
Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan
Provinsi Aceh;
Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan
Provinsi Aceh;
Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan
pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh; 
Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Aceh; 
Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh; 

BPK Perwakilan Provinsi Aceh
Menyelenggarakan Fungsi



menentukan objekpemeriksaan
meminta keterangan dan/atau dokumen 
melakukan pemeriksaan di tempatpenyimpanan uang
dan barang milik negara
menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang
wajib disampaikan kepada BPK 
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara
menetapkan kodeetik pemeriksaan pengelolaandan
tanggung jawab keuangan negara;

Wewenang BPK



Alur Kerja BPK



Jenis Pemeriksaan



Pemeriksaan Keuangan
Tujuan: 
 Memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa 
 mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang  material,
atas kesesuaian dengan standar akuntansi,  kecukupan
pengungkapan, kepatuhan terhadap  peraturan perundang-
undangan, dan efektivitas sistem  pengendalian intern 
 



Opini

Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
yang didasarkan pada kriteria:
1.Kesesuaiandengan SAP
2.Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan
3.Efektivitas SPI
4.Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan



Jenis Opini



Pemeriksaan Kinerja
Tujuan :
Menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi,  dan/atau efektivitas,
serta aspek kinerja lainnya atas  suatu hal pokok yang diperiksa
dengan maksud untuk  memberikan rekomendasi yang dapat
mendorong ke  arah perbaikan 
 



Pemeriksaan PDTT
Tujuan: 
 memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan  pemeriksaan yang
ditetapkan. PDTT dapat  berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan 
 pemeriksaan investigatif.   



PDTT KepatuhanPDTT Kepatuhan

Untuk menilai apakah hal pokok yang
diperiksa sesuai (patuh) dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan

Untuk mengungkap adanya indikasi
kerugian negara/daerah dan/atau
unsur pidana.

Dilakukan ketika terdapat predikasi
yang memadai. Predikasi dapat
berasal dari temuan pemeriksaan
selain PDTT dalam bentuk
pemeriksaan investigatif, informasi
pihak internal maupun eksternal
BPK. Temuan atau informasi
tersebut harus diuji kelayakannya
sebelum bisa diterima sebagai
predikasi.



Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK

Perwakilan
Provinsi Aceh







Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan 



Sistem
Informasi
Pemantauan
Tindak
Lanjut

adalah aplikasi berbasis web yang
dikembangkan dengan tujuan untuk
mengelola data pemantauan tindak lanjut
secara real time antara BPK dengan
entitas yang diperiksa. 



Manfaat
SIPTL

1
Proses monitoring secara real time sehingga
meningkatkan kinerja pemantauan Tindak Lanjut (TL); 

2

Early warning diberikan secara otomatis dan berkala
oleh Aplikasi sehingga mengurangi risiko pidana karena
kelalaian melakukan TL; 

3
Meningkatkan partisipasi entitas secara lebih aktif
dalam proses pemantauan TL; 

4
Kelengkapan dokumentasi dan Validitas data terjaga
serta kemudahan pencarian dokumen TL; 

5
Imbal balik dengan Program E-Audit.







Whistle Blowing System
(WBS) & Program

Pengendalian Gratifikasi
(PPG)

 









Permintaan Informasi dan
Pengaduan Masyarakat














